
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

NOMOR 3 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30 

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi, 
Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan 

pengendalian menara telekomunikasi dengan dipungut 
retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi; 
b. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penghitungan 

tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-
XII, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 
d.  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950   

Nomor 42); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 
 

 SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007     
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 
2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012     
Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 99); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012      

Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 101); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
dan 

BUPATI KEBUMEN 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 101) diubah sebagai berikut: 
 

Pasal 8 
 

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar              
Rp.4.296.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. 

 
Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 20 Januari 2017 

 BUPATI KEBUMEN, 
 
            ttd. 
 
MOHAMMAD YAHYA FUAD 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 20 Januari 2017 

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN 
         INSPEKTUR, 
 
                ttd. 
 
     MAHMUD FAUZI 
  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 3 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
 

ttd. 
 

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19720723 199803 1 006 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3/2017)   
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 3 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30 

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 

 
I. UMUM 

 

Dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah 
Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan pengendalian menara 

telekomunikasi yang meliputi jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, 
dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik 
menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas 

berdirinya menara telekomunikasi dengan dipungut retribusi berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam peraturan daerah 

tersebut tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 
sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai 

dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.  
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII 

yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan amar putusan mengabulkan 

gugatan pemohon dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua 

persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan menara 
telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki 

kekuatan mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu 
disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar dapat 

diberlakukan dan menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi.  

Dalam Peraturan Daerah ini tarif retribusi ditentukan berdasarkan 
pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen 
biaya sebagai berikut: 

a. honorarium petugas pengawas; 
b. transportasi; 
c. uang makan; dan 

d. alat tulis kantor, 
sesuai dengan indeks harga yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
Pasal 8 

            Tarif Retribusi diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

DESKRIPSI BIAYA (RP) BANYAKNYA SATUAN 
JUMLAH BIAYA 
PER BULAN (RP) 

KETERANGAN 

Honorarium Petugas 
Pengawas (4 orang x 10 

kali) 

70.000,00 40 orang/kali 2.800.000,00 

  

Transportasi/ 
Pembelian BBM (20 kali) 

100.000,00 20 kali 2.000.000,00 dilaksanakan oleh 2 tim 
sebanyak 10 kali per bulan 

Uang makan (4 orang x 

10 kali) 

34.000,00 40 orang / kali 1.360.000,00 Makan @ Rp 25.000,00 

Snack @ Rp 9.000,00 

Alat tulis kantor 500.000,00 2 paket 1.000.000,00 Kertas HVS 1 rim X Rp 
50.000,00 

  Tinta warna Rp 150.000,00 X 

1 = Rp 150.000,00 

  Kertas Foto Rp 47.000,00 X 4 
= Rp 188.000,00 

  Batery alkalin 7 buah X Rp 
14.750,00 = Rp 103.250,00 

  Bender clip 1 dus X Rp 

8.750,00 = Rp 8.750,00 

Total Biaya pengeluaran 
per bulan       

7.160.000,00 

  

 
 

 
 
 



 

 

-6- 

Deskripsi 
Kapasitas 

Pengawasan Per 

Tim/Hari 

Jumlah Hari 
Kerja Per Bulan 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Kegiatan pengawasan 
dan pengendalian 

Menara 

2 menara 10 = 7.160.000,00/20 

= Rp. 358.000,00/menara/bulan  

atau Rp. 4.296.000,00/menara /tahun 

 
 

Pasal II 
 Cukup jelas. 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 133 

 
 


